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I.     Latar Belakang 

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan 
Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar  secara  berkelanjutan  melaksanakan 
kegiatan  Pembinaan  dan  Pengawasan  terhadap  Wajib  Pajak  (WP),  khususnya  Wajib 
Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman serta PBJT Perhotelan. Kegiatan ini bertujuan untuk  
meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan daerah 
sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan administrasi dan monitoring pembayaran pajak,  telah  
dilakukan  penyampaian  Surat  Teguran  kepada  Wajib  Pajak  yang  belum memenuhi 
kewajiban pembayaran Pajak Daerah. 

II.    Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 
Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil 
sebagai berikut: 

 Pembinaan  dan  Pengawasan  Tahap  I  (Teguran  I)  dilaksanakan  terhadap  18 (delapan  
belas)  Wajib  Pajak  Restoran/Rumah  Makan/Kafe  yang  belum  memenuhi kewajiban 
pembayaran Pajak Barang  dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan  dan/atau Minuman. 

 Dari hasil pengawasan diketahui bahwa: 

 Terdapat Wajib Pajak yang belum pernah melakukan pembayaran pajak sejak awal Tahun 
2026. 

 Sebagian Wajib Pajak masih memiliki tunggakan antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) 
bulan. 

 Bahkan  terdapat  Wajib  Pajak  yang  memiliki  tunggakan  sejak  November  2025 sampai 
dengan April 2026. 

 Pembinaan dan Pengawasan Tahap II (Teguran II) dilakukan kepada 10 (sepuluh) Wajib  
Pajak  yang  sampai  batas  waktu  setelah  diberikan  Teguran  I  masih  belum melakukan 
pembayaran kewajiban Pajak Daerah. 

 Wajib Pajak tersebut terdiri dari: 

 8 (delapan) Wajib Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman, dan 

 2 (dua) Wajib Pajak PBJT Perhotelan. 
Hasil  monitoring  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  Wajib  Pajak  masih  memiliki 
tunggakan  pembayaran  mulai  Januari  sampai  dengan  Mei  2026,  bahkan  terdapat 
tunggakan yang berlangsung sejak September 2025 dan November 2025. 
 

III.   Rekapitulasi Pembinaan dan Pengawasan 
 

No Uraian Jumlah WP 

1 Wajib Pajak yang diberikan Teguran I 18 WP 

2 Wajib Pajak yang diberikan Teguran II 10 WP 

  
Total Pembinaan dan Pengawasan 28 WP 

 
IV.   Hasil Pembinaan 

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk: 

 Meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban 
perpajakan daerah. 

 Memberikan   edukasi   mengenai   hak   dan   kewajiban   perpajakan   daerah   sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Mengingatkan  Wajib  Pajak  agar  segera  melakukan  pembayaran  tunggakan  Pajak 
Daerah. 

 Mengurangi potensi piutang Pajak Daerah yang dapat berdampak terhadap capaian 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 Menginventarisasi  Wajib  Pajak  yang  memerlukan  penanganan  lebih  lanjut  melalui 
tindakan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. 

  



V.   Tindak Lanjut 
Terhadap Wajib Pajak yang hingga saat ini belum memenuhi kewajiban perpajakan daerah 
setelah diberikan Teguran II, Badan Pendapatan Daerah akan melakukan langkah-langkah 
lanjutan berupa: 

 Monitoring dan evaluasi kepatuhan pembayaran secara berkala. 

 Kunjungan lapangan (door to door) kepada Wajib Pajak. 

 Penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sesuai ketentuan yang berlaku. 

 Pelaksanaan  tindakan  penagihan  sesuai  mekanisme  yang  diatur  dalam  Peraturan 
Daerah dan Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 Berkoordinasi   dengan   instansi   terkait   apabila   diperlukan   untuk   meningkatkan 
efektivitas pengawasan dan penagihan. 
 

VI.  Penutup 
Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  28  (dua  puluh  delapan)  Wajib  Pajak merupakan bagian 
dari upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan kepatuhan 
perpajakan daerah serta mengoptimalkan  penerimaan Pendapatan   Asli   Daerah   (PAD).   
Diharapkan   melalui   kegiatan   pembinaan   yang berkesinambungan  dan  pengawasan  yang  
intensif,  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak semakin  meningkat  sehingga  target  penerimaan  Pajak  
Daerah  dapat  tercapai  secara optimal     serta     mendukung     pembiayaan     penyelenggaraan     
pemerintahan     dan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar. 
 
 

Polewali, 30 Juni 2026 
Kepala Bidang Pembinaan, 
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